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ABSTRACT

The reform of the bureaucracy aims to create a more effective and
responsive government. The focus is on achieving three main goals: transparent
and accountable bureaucracy, competent bureaucracies, and quality public
services. By obtaining a predicate from an agency that marks on that agency, his
employees have a profound understanding of bureaucratic reform and good public
service. The purpose of the research is to find out how the officials of the WBK and
WBBM preaching farm offices perceive the reform of bureaucracy and good public
service and why the officers of WBK and WBBM have still not understood the
challenge of good bureaucratic reform and public service.

The research method used is qualitative with data collection techniques
through interviews, observations, and documentation studies. Not only that, various
secondary data obtained by the author from sources and searches through the
internet media.

The results of the research show that there are factors that can determine
the perception of staff about the reform of bureaucracy: Selection; Organization;
Interpretation; Physiological factor; Expectations; Cognitive abilities; Social
roles; Membership in cultures and social communities. This study concludes that
the staff of the Surabaya City Land Office 1 have not fully understood the good
bureaucratic reform and public service. This is because the selection carried out
by the official is not of his own will and there has not been a massive socialization
done either by the Surabaya City Land Office 1, nor by the Internal Evaluation

Team of Kanwil and Center.

Keywords: Officer Perception, Officer Understanding, Bureaucratic Reform,
Public Service

Xiii



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..ot i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... i
MOTTO et e e e e e e e e e e e e e e s s e e aaaeeeeaannnreees il
HALAMAN PERSEMBAHAN .....oooiiiiii et iv
KATA PENGANTAR ..ttt e e a e e e e e v
DAFTAR GAMBAR ...t a e e e e e iX
Nl I o G N ] X
DNl I I N Y L N N R Xi
INTISARI ..ottt be et e e s e sbeesteeaeeneesneesreenres Xii
ABSTRACT .ttt sttt s e te et e are e ba e teeteenteeneeares Xiii
BAB | PENDAHULUAN .....ooi ettt nna s 1
A, Latar BelaKang ... 1
B. Rumusan Masalah ..o 4
Co TUJUAN. ettt 5
D. MaNTaAL.......ccieiieiece s 5
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ... oottt 6
A, KaJian LItEratur .....c.ccueiiieeiecie et 6
B. Kerangka TEOELIS .....cccueiieiiiieie ettt 10
C. Kerangka PemiKiran...........cocociiieiiiii i 24
D. Pertanyaan Penelitian ...........cccoovveiiiieiicii e 26
BAB Il METODE PENELITIAN ....coiiiieeee e 27
A, FOrmat PeNETIAN ......c.ooviei et e 27
B. Lokasi Penelitian .........ccccvoiviiiiiei e 28
C. Definisi KONSEPLUAL.........cccoiiiiiiiiiie e 28
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data...........cccccevvrerininnnn. 29
E. Teknik AnalisisS Data..........cccccueiverieiiieiieiesie e sie e sn e 32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH ..ot 33

vii




BAB V PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN

PELAYANAN PUBLIK ....ooiiiiiiiiait e 40

A. Persepsi Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang
Reformasi Birokrasi yang baik ..o 40

B. Persepsi Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang
Pelayanan Publik yang Daik ............cccooiiiiiininiicec s 55
BAB VIPENUTUP ..ot 64
A, KESIMPUIAN ..o 64
B.  SAAN .. 64
DAFTAR PUSTAKA ettt 65
LAMPIRAN ...ttt ettt bbb 69

viii




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, Zona Integritas adalah
pengakuan yang diterima oleh lembaga pemerintah yang telah bersama-sama
berdedikasi untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini merupakan
bagian dari Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menegakkan tata kelola
pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, serta meningkatkan
kualitas Pelayanan Publik. Zona Integritas merupakan upaya implementasi
Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja, yang merupakan entitas yang langsung
berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan (Sari, 2023).

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang
lebih efektif dan responsif. Fokusnya adalah mencapai tiga tujuan utama:
birokrasi yang transparan dan akuntabel, birokrasi yang kompeten, serta
pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi adalah pendekatan yang
mendasar untuk mengubah pola pikir dan budaya administrasi negara dari
pengawasan dan kontrol yang mengarah pada masyarakat (paradigma kolonial)
menjadi pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang dapat
mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme baik dalam struktur maupun
infrastruktur penyelenggaraan negara. Reformasi ini juga bertujuan untuk
memperkuat penerapan supremasi hukum (Ginting & Haryati, 2011).

Sasaran Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan seharusnya menjadi
tugas utama untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di kementerian
sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas Pelayanan Publik

dalam sektor agraria, pertanahan, dan pengaturan tata ruang merupakan suatu



kewajiban yang esensial untuk dijalankan (Suharto dkk., 2022). Reformasi
Birokrasi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik telah menjadi prioritas
utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
dalam administrasi pemerintahan. Kantor pertanahan, sebagai salah satu
lembaga pemerintah yang memegang peran penting dalam manajemen dan
pengaturan lahan serta properti, juga terlibat dalam upaya reformasi ini.

Dalam empat tahun terakhir, Kementerian PAN & RB telah mendorong
berbagai instansi pemerintah untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM
melalui implementasi berbagai inisiatif Reformasi Birokrasi dan peningkatan
kualitas layanan publik. Tingkat keberhasilan tercapainya predikat Zona
Integritas dibuktikan dengan berita berikut, pada laman indopos.co.id (2023)
Raden Bagus Agus Widjayanto S.H, M.Hum, Inspektur Jenderal Kementerian
ATR/BPN Republik Indonesia menegaskan sejak tahun 2017 sampai dengan
2022 terdapat 33 unit kerja mendapat predikat Zona Integritas WBK dan 4 unit
kerja mendapatkan predikat WBBM. Setelah mendapatkan predikat WBBM,
sebuah unit kerja dapat menjadi penyelenggara Pelayanan Publik dengan
kategori pelayanan prima. Berdasarkan Piagam Penghargaan oleh Menteri PAN
& RB pada 21 November 2023 hanya terdapat 3 kantor pertanahan yang
mendapatkan predikat pelayanan prima, salah satunya adalah Kantor Pertanahan
Kota Surabaya 1.

Meskipun upaya reformasi telah dilakukan dan beberapa kantor
pertanahan telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM, masih terdapat
pegawai kantor pertanahan yang belum memahami tentang Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik di lingkungan yang telah berpredikat WBK dan WBBM.
Dalam penelitian Suharto dkk (2022) sebanyak 40% responden memberikan
jawaban yang tidak lengkap terkait dengan pemahaman tentang birokrasi yang
efektif, sementara 23% responden memberikan jawaban yang tidak tepat
mengenai definisi birokrasi yang baik. Jawaban yang akurat dan komprehensif
tentang birokrasi yang baik tidak terpusat pada unit kerja yang sudah
mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini menyatakan belum sepenuhnya dipahami

dengan baik tentang birokrasi yang baik oleh pegawai pada unit kerja tersebut.



Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Zona Integritas mengalami
beberapa tantangan, di antaranya adalah kurangnya sosialisasi yang menyeluruh.
Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan wawasan terhadap tujuan,
proses, dan manfaat dari implementasi Zona Integritas di lingkungan unit kerja
tersebut (Hidayaturohnmah, 2019). Hal ini menegaskan bahwa Pemahaman
tentang birokrasi yang efisien dan efektif masih belum sepenuhnya dimengerti
oleh pegawai di unit kerja yang telah di survei. Sedangkan untuk mendapatkan
predikat WBK/WBBM terdapat penilaian mengenai Reformasi Birokrasi yang
dijabarkan menjadi beberapa kriteria dan penilaian mengenai Pelayanan Publik
serta tim penilai internal yang selanjutnya akan disebut TPl sebagai petugas
penilaian sampai dengan pembinaannya.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi,
dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Integritas (TPI) yang terstruktur,
dimulai dari tingkat kantor wilayah hingga TPI di tingkat pusat, bekerja sama
dengan instansi pemerintahan, pihak terkait, dan tokoh masyarakat (Suharto dkKk,
2022). Bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh TPl mencakup
penyelenggaraan sosialisasi, penyediaan pelatihan, sesi coaching, analisis
sistem, penyediaan fasilitas, serta berbagai jenis bimbingan teknis lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021
dijelaskan bahwa suatu unit kerja harus memenuhi komponen-komponen Zona
Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM dengan memenuhi 6 kriteria
nilai komponen pengungkit dan 2 kriteria nilai komponen hasil yang dinilai oleh
TPl. Komponen pengungkitnya sebagai berikut : Manajemen perubahan;
Penataan tata laksana; Penataan sistem manajemen sumber daya manusia
(SDM); Penguatan akuntabilitas Kkinerja; Penguatan pengawasan; dan
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan komponen hasil sebagai
berikut : Survei persepsi anti korupsi; Capaian kinerja; dan Survei persepsi
Pelayanan Publik. Hal ini menjadikan persepsi pegawai menjadi faktor penting
dalam memahami keberhasilan atau kegagalan implementasi reformasi, karena
dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, kinerja, dan komitmen dalam
menerapkan kebijakan dan prosedur integritas yang telah ditetapkan.



Mendeskripsikan seseorang yang memiliki integritas dapat dilakukan
dengan menggambarkan perilaku yang mereka tunjukkan (Redjeki, 2013).
Perilaku berintegritas mencakup: a) Kejujuran; b) Keselarasan antara perkataan
dan perbuatan; c) Kepatuhan terhadap aturan dan etika organisasi; d) Keteguhan
dalam menjaga komitmen dan keyakinan yang dianggap benar; e) Tanggung
jawab penuh atas segala tindakan, keputusan, dan risiko yang diambil; f)
Kemampuan individu untuk memperoleh penghormatan dari sesama; g) Adanya
kesetiaan terus-menerus terhadap norma-norma moral yang diakui oleh
masyarakat; h) Kebijaksanaan dalam memilah antara yang benar dan salah serta
menginspirasi orang lain untuk ikut serta. Integritas bukan hanya sebuah nilai
atau cita-cita, tetapi juga integrasi dari norma-norma yang ada, sehingga dapat
membentuk karakter dan nilai-nilai dasar seseorang sebagai pertahanan terhadap
berbagai penyakit sosial seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan
lainnya (Redjeki, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti lebih lanjut tentang persepsi
pegawai mengenai Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik karena terdapat
ketimpangan pada penelitian terdahulu yaitu suatu unit kerja yang telah
berpredikat WBK/WBBM ternyata mayoritas pegawai belum memahami
dengan baik mengenai Reformasi Birokrasi. Penelitian akan dilakukan di Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 1 yang telah berpredikat WBK dan WBBM dengan
judul “Persepsi Pegawai Tentang Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik
Pada Kantor Pertanahan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan
Wilayah Birokrasi Bersin Melayani (WBBM) (Studi Kasus di Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 1)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyusun rumusan masalah dalam
hal penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ?

2. Mengapa di instansi yang telah berpredikat WBK dan WBBM masih
terdapat pegawai yang belum memahami tentang Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik ?



C. Tujuan

1. Menjelaskan persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

2. Mengetahui di Instansi yang telah berpredikat WBK dan WBBM, mengapa
masih terdapat pegawai yang belum memahami tentang Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik.

D. Manfaat

1) Secara teoretis penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan
pendalaman ilmu pengetahuan mengenai Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik;

2) Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi kantor pertanahan

sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan dan strategi
implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas Pelayanan

Publik berdasarkan pemahaman langsung dari pegawai.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 belum seluruhnya
memahami secara mendalam tentang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik yang baik.

2. Ketidakpahaman pegawai tentang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik dikarenakan beberapa hal, yaitu:

a. Karena seleksi yang dilakukan bukan dari pegawai sendiri, melainkan
mau tidak mau menyeleksi dari hasil seleksi oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 1

b. Karena faktor usia dan pengalaman pegawai yang berbeda;

c. Karena belum ada sosialisasi secara masif kepada seluruh pegawai,
baik oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 maupun oleh TPI
Kanwil dan TPI Pusat

d. Karena pegawai kurang termotivasi dalam pengembangan
pemahaman diluar tupoksi pekerjaan.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian mengenai persepsi pegawai tentang

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik pada kantor yang berpredikat WBK

dan WBBM di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, terdapat beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Diperlukan strategi baru untuk mengedukasi pegawai dalam membentuk
pemahaman mendalam tentang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
yang baik.

Perlu adanya pimpinan yang menjadi contoh atau role model sebagai
acuan dalam keberhasilan edukasi tentang Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik yang baik.

Perlu adanya sosialisasi yang masif kepada seluruh pegawai tentang
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, melalui pelatihan (seminar
atau workshop) dan buku panduan ataupun video Pelayanan Publik yang
baik dan contoh unit kerja dengan birokrasi yang baik.

64



DAFTAR PUSTAKA
Buku:

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In Penerbit
Alfabeta.

Suharto, E., Sorani, R. R., Putri, A. N., & Annahru, N. T. (2022). Kajian Kebijakan
Pembangunan Zona Integritas Pada Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian
Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Policy Paper).
Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Jurnal :

Alamsyah, K., Adi Komar, M., Sujana, N., Ramadhani, P., & Mustajam, A. (2023).
The Urgency of Developing Quality Human Resources in Realizing Good
Governance: A Literature Review. International Journal Publishing
INFLUENCE: International Journal of Science Review, 5(2), 363-375.
https://influence-journal.com/index.php/influence/index

Ami Pujiwati, H. M. (2015). Persepsi Karyawan Terhadap Penerapan Sistem
Penilaian Kinerja di Universitas Terbuka. Jurnal Fakultas Ekonomi
Universitas Fakultas terbuka.

Aufa, D. M., & Priono, H. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi
terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal limiah Akuntansi dan Keuangan.

Batlajery, A. M. (2017). Dari Reformasi Kepada Transformasi. In Berakar dan
Bertumbuh Teguh di dalam Dia: Buku Penghormatan Prof. Samuel Benyamin
Hakh, D.Th (pp. 1-19). OSFPreprints.

Brigrtette, S. L., J, D. F., & M, J. L. (2017). Peran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon . Jurnal:
Administrasi Publik, Vol. 04.

Diah, T. A. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik: Strategi
Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan korupsi. Jurnal: Rechts Viding,
Vol.3.

Ginting, R., & Haryati, T. (2011). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Jurnal
lImiah CIVIS, Volume I, No 2. www.pn-yogyakota.go.id

Hartono, S. M. (2008). PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan
Menyenangkan). Zanafa Pekanbaru, 13.

65



Haryati, R. G. (2011). Reformasi Birokrasi Publik. Jurnal limiah CIVIS, Volume I,
No 2, Juli 2011, 27-41.

Hayati, M. (2017). Penerapan Asas Pelayanan Publik yang Baik dalam
Meningkatkan Kinerja di Kantor Kecamatan Tumijajar. Jurnal: Digital
Hukum.

Hidayaturohmah, E. (2019). Analisis Problematika Penerapan Zona Integritas di
Balai Diklat Keagamaan Aceh, Bandung, Makassar dan Papua. Jurnal
Kewidyaiswaraan.

Mardalis. (2003). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi
Aksara.

Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian untuk Riset Agraria. Yogyakarta:
Gramasurya.

Nurul, A. H., & Ariani, I. K. (2016). Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan
Syariah. Jurnal Kosmik Hukum , vol.16.

Iskandar, J., Nur Fajriah, A., Dwi Rahmawati, A., & Sofiani, A. (2020). Etika
Birokrat Dalam Pelayanan Publik. Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial,
18(3). http://jurnaldialektika.com

Kadarisman, M. (2014). Pengertian dan Ruang Lingkup Pengembangan Pegawai.
Pustaka UT.

Rachman, M. (2015). Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK
dan R&D. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Redjeki, D. P. (2013). Memahami Sebuah Konsep Integritas. Jurnal Stie Semarang.

Rifai, A., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2021). Persepsi Pegawai Terhadap
Implementasi Manajemen Talenta Di Organisasi Pemerintahan. Jurnal
Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 7(2), 366-378.
https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.366

Sadirman. (2011). Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 42-43.

Sanjaya, W. (2010). Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.

66



Sari, N.P. (2023) Mendorong Pelayanan Berdampak, menteri Anas Canangkan
Zona Integritas Serentak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini
/mendorong-pelayanan-berdampak-menteri-anas-canangkan-zona-integritas-
serentak

Sridiawati. (2014). Persepsi Pegawai Terhadap Penilaian Kinerja Pegawai Oleh
Pimpinan Biro Umum Di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Jurnal
Administrasi Pendidikan, 714-831.

Swarjana, I. K. (2021). Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres,
Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan,
Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan - Lengpak Dengan Konsep
Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuesioner. Yogyakarta: ANDI.

Tambajong, S. (2017). Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik.
Minahasa: Fisip-Unstrat.

Thahir, M. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif
Administrasi Publik. 4(1), 25-37.

Topo, E. A. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Presyarat Tata Kelola
Birokrasi yang Baik. Jurnal Borneo Administrator.

Triyatun, N. (2023). Literature Review : Pembentukan MSDM Untuk
Mengembangkan Pemahaman Pegawai dalam Persaingan Global. Jurnal
Economic Insights, 113-123.

Woro, D. A. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik Keimigrasian. Jurnal Poltekim.

Peraturan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, 53 Journal of Chemical Information and Modeling 1689
(2020).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

67



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani, 52 Implementation Science 1 (2021).

68



	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	MOTTO 
	HALAMAN PERSEMBAHAN 
	KATA PENGANTAR 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR LAMPIRAN 
	INTISARI 
	ABSTRACT 
	BAB I PENDAHULUAN 
	A. Latar Belakang 
	B. Rumusan Masalah 
	C. Tujuan 
	D. Manfaat 

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
	A. Kajian Literatur 
	B. Kerangka Teorits 
	 C. Kerangka Pemikiran 
	D. Pertanyaan Penelitian 

	BAB III METODE PENELITIAN 
	A. Format Penelitian 
	B. Lokasi Penelitian 
	D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 
	E. Teknik Analisis Data 

	BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH 
	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 

	BAB V PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK 
	A. Persepsi Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang Reformasi Birokrasi yang baik 
	B. Persepsi Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang Pelayanan Publik yang baik 

	BAB VI PENUTUP 
	A. Kesimpulan 
	B. Saran 

	DAFTAR PUSTAKA 
	 LAMPIRAN  69

